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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi dari pemilih disabilitas
mental dan keluarga penyandang disabiitas mental dalam pemilihan umum tahun 2019.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui jalannya kebijakan pemilih disabilitas mental pada
pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Teori yang digunakan ialah teori
Implementasi Kebijakan Oleh Ripley & Franklin yang memiliki 3 dimensi kebijakan yang
pertama Tingkat Kepatuhan, yang kedua Rutinitas Fungsi dan yang ketiga Kinerja dan
Dampak. Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah Studi Pustaka, Observasi Kualitatif,
Dokumentasi, Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama dari
pihak KPU sendiri sudah menjalankan peraturan KPU sesuai tahapan untuk penyandang
disabilitas mental. Akan tetapi dari pihak penyandang disabilitas mental maupun keluarga
penyandang disabilitas mental masih rendah dalam memberikan partisipasinya karena
tidak banyak merasakan manfaat yang didapatkannya dalam merubah kehidupannya dalam
memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Pada penelitian ini penulis juga
menyarankan bahwa seharusnya KPU meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya hak
suara dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas Mental, Komisi
Pemilihan Umum
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ABSTRAK

This research is motivated by the lack of participation of voters with mental
disabilities and families of people with mental disabilities in the 2019 general election. The
purpose of this study is to determine the course of the voters with mental disabilities in the
2019 general election in Palembang City. The theory used is the theory of Policy
Implementation by Ripley & Franklin which has 3 policy dimensions, the first is
Compliance Level, the second is routine function and the third is Performance and Impact.
This type of research is qualitative research with a descriptive approach, with data
collection techniques is interviews. The results of this study indicate that first, the General
Election Commisions itself has implemented General Election Commisions regulations
according to the stages for persons with mental disabilities. However, on the part of people
with mental disabilities and families of people with mental disabilities, they have not felt
the benefits they get from the general election. In this study, the authors also suggest that
the General Election Commisions should increase the socialization of the importance of
voting rights in general elections for persons with mental disabilities.

Key Words : Policy Implementation, Persons with Mental Disabilities, General Election
Commission
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna
menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Makna dari kedaulatan ditangan rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan,
tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis dalam memilih pemimpin yang
akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,
serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk dan berwawasan kebangsaan.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 2 dan 3 Pemilihan Umum merupakan sebuah
sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam
pemilihan umum kita dapat melihat perwujudan nyata terdapatnya demokrasi dalam
kehidupan bernegara. Karena itulah pemililihan umum sering kali dijadikan tolak ukur sejauh
mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi.

Berdasarkan undang-undang penyelengaraan pemilihan umum, asas, prinsip, dan tujuan
penyelengaraan pemilihan umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

a.Mandiri
b.Jujur
c.Adil

d.Kepastian hukum



e.Tertib

f.Proporsionalitas

g.Profesionalitas

h.Akuntabilitas

i.Efesiensi

j.Efektivitas

Pada pemilihan umum sebelumnya hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan
umum tidak diakui oleh negara maupun penyelenggara pemilihan umum, contohnya seperti
isi dari PKPU No. 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu, sebagai
pemilih tidak sedang terganggu jiwanya/gila, dimana Peraturan tersebut dianggap sudah
menghilangkan hak suara bagi penyandang disabilitas mental dalam proses pemungutan suara
pada pemilihan umum, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang telah
menjamin hak bagi setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas mental di dalam
pemilihan umum, yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
Maka dari itu pada tahun 2017 negara mulai memberikan perhatian khusus pada hak-

hak penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum yaitu pada Undang-Undang No 7
Tahun 2017 pasal 5, yang berbunyi, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat
mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai
calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD,
dan sebagai penyelenggara pemilu. Maka dari itu untuk lebih khusus lagi mengenai aturan
hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum maka Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia merumuskan dan mengesahkan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 yang
menyangkut perubahan syarat penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum,
mulanya hak politik penyandang disabilitas mental tidak diakui di dalam syarat pemilihan
umum, namun sekarang setelah dikeluarkannya peraturan komisi pemilihan umum ini maka
Negara maupun Penyelenggara Pemilihan Umum mengakui secara sah hak politik
penyandang disabilitas mental pada saat pemungutan dan perhitungan suara oleh Komisi
Pemilihan Umum, dikarenakan merujuk pada isi dari UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1.
Pemilih disabilitas mental mempunyai hak-hak dalam pemilihan umum dikarenakan
keterbatasan yang mereka miliki, untuk itu Komisi Pemilihan Umum harus menyiapkan
fasilitas sedemikian rupa dengan apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas mental pada
saat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas
mental pada saat pemilihan umum, yaitu :
1.Penyandang Disabilitas Mental Berhak Atas Pendataan Khusus

Agar hak pilih penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi maka Komisi Pemlihan
Umum perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas mental.
Pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu
bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan PKPU No. 9 Tahun
2019 Pasal 222 yang berbunyi :

a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat
keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk
memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 7

(tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.



b. PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa
setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
paling lambat lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
c. PPS memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih di rumah sakit jiwa
berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa
d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.
2. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapatkan Hak Politiknya

Mengacu pada PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3,
sebelum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini hak politik penyandang disabilitas
mental tidak diakui di dalam syarat pemilihan umum pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3, namun setelah adanya
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat
3 maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2B dan Ayat
3 dihapuskan. Sehingga penyandang disabilitas mental yang terdata bisa dimasukkan ke
dalam Daftar Pemilih Tetap.
3.Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Pemenuhan Fasilitas Khusus

Mengacu pada PKPU No. 9 Tahun 2019 Pasal 222 D yang berisi, KPPS pada TPS
terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan
kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.
4.Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Perlindungan Kepentingan

Mengacu pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 41 Ayat 2, yang berbunyi : Pendamping
yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan
pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan

menggunakan formulir Model C3-KWK.



5.Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Pendampingan

Mengacu pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi, 1.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa,
atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. Ayat 2, Pemilih
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
Penyelenggara pemilihan umum juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu
penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum yaitu
pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat 3. yang berbunyi, (3) Pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan
Pemilih yang bersangkutan.

Pada saat pemilihan umum, pemilih yang terdaftar dan pemilih yang memilih.
Semuanya terdata di kantor komisi pemilihan umum, data tersebut dikelola oleh pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi. Berikut adalah tabel data pemilih disabilitas pada
pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang :

Tabel 1.1 Jumlah Data Penderita Disabilitas yang Terdaftar dan Terhitung Memilih

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang

Data Pemilih Disabilitas Pengguna Hak Pilih Disabilitas Persentase %
Laki- | Perempuan | Jumlah | Laki- | Perempuan | Jumlah Laki- | Perempuan
Laki Laki Laki
617 677 1.294 325 387 712 52,67 57,16

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan



Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih
penyandang disabilitas terbanyak yaitu pada kaum wanita walaupun selisih pemilihnya tidak
berbanding jauh dari kaum laki-laki pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang.
1.2 Data Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dan Hasil pemilih disabilitas Perkecamatan

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang

- Jumlah Seluruh Jur_n_lah 5?'“(“.“
Dapil Kecamatan Jumlah Pemilih Disabilitas Pemilih Disabilitas
S yang Terdaftar yang |_I\|/Iaekngiglli1r? akan
Bukit Kecil 126 15 12
Gandus 195 9 5
1 llir Barat | 457 60 51
Ilir Barat 1l 193 54 54
Alang-Alang Lebar 289 28 28
Kemuning 259 12 12
2 | Sukarame 486 40 4
Iir Timur 1 205 25 21
Iir Timur 1 237 42 37
3 Hir Timur 11 225 84 54
Kalidoni 361 0 0
Sako 298 18 17
4 Sematang Borang 144 480 52
Seberang Ulu Il 252 334 255
Plaju 248 47 43
° Seberang Ulu | 293 20 20
Jakabaring 258 17 17
° Kertapati 279 39 30
Total 4,805 1.294 712

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan

Dari data tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemilih disabilitas pada setiap kecamatan

menunjukkan hasil pemilih disabilitas berbeda-beda, tetapi pemilih disabilitas yang paling



sedikit skala pemilih disabilitas yang terdaftar berbanding dengan yang memberikan hak
suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu pada Kecamatan Sukarame dengan data
hasil pemilih yaitu 4 orang dari 40 pemilih disabilitas yang terdaftar.

Tabel 1.3 Jumlah Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar dan Memilih

Perkecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang

Jumlah Seluruh J“'T‘!ah S_e'ufu_h
. e Pemilih Disabilitas
Dapil Kecamatan Pemilih Disabilitas
Mental yang Terdaftar Mental yang
Memilih

Bukit Kecil 12 11
Gandus 5 3

1 Ilir Barat | 10 7
llir Barat |1 13 9
Alang-Alang Lebar 5 4
Kemuning 7 5

2 Sukarame 16 2
Hir Timur | 6 4

lir Timur I 9 7

3 lir Timur 111 5 5
Kalidoni 0 0

Sako 3 3

4 Sematang Borang 4 2
Seberang Ulu Il 9 5

5 Plaju 7 6
Seberang Ulu | 13 7

5 Jakabaring 6 5
Kertapati 17 14
Total 141 99

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data tabel 1.3 menunjukkan bahwa data pemilih disabilitas mental di Kota
Palembang skala tingkat penyandang disabilitas mental yang terdaftar pada Kecamatan
Sukarame adalah 16 orang dengan perbandingan hasil pemilih disabilitas mental yang paling
sedikit pemilih dari jumlah penyandang disabilitas mental yang terdaftar pada setiap
Kecamatan di Kota Palembang yaitu Kecamatan sukarame dengan jumlah 2 orang pada

pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang.



Tabel 1.4 Jumlah Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar dan Memilih pada masing-
masing Kelurahan di Kecamatan Sukarame pada Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kota Palembang

Jumlah Seluruh Jumlah Seluruh
Kelurahan di e Pemilih Disabilitas
Pemilih Disabilitas
Kecamatan Sukarame Mental yang
Mental yang Terdaftar S
Memilih

Talang Jambe 2 0
Kebun Bunga 1 0
Sukabangun 4 1
Sukajaya 2 0
Sukarame 3 1
Sukodadi 0 0
Talang Betutu 1 0

Total 16 2

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.4 data setiap Kelurahan di Kecamatan Sukarame menunjukkan data
penyandang disabilitas mental yang memilih itu ada 2 orang yaitu pada Kelurahan
Sukabangun dan Kelurahan Sukarame. Dari data pemilih disabilitas mental yang terdaftar
terlihat masih rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas mental dalam
memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat
keterbukaan dan kesediaan pihak keluarga dalam mendukung pemenuhan penyaluran hak
suara yang dimiliki anggota keluarganya yang mengalami disabilitas mental.

Berdasarkan data tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3, tabel 1.4 penulis tertarik untuk
melakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang “Implementasi Kebijakan Pemilih
Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang, dikarenakan ingin
mengetahui apakah sudah baik atau tidaknya kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam
menerapkan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.



Tabel 1.5 Partisipasi Pemilih Disabilitas Mental Terhadap Pemilih Disabilitas Lainnya

Partisipasi Pemilih Jumlah Jumlah Persentase
Partisipasi ~ Seluruh  Kecamatan  Pemilih | 99 Pemilih
Disabilitas Mental
13.8%
Partisipasi ~ Selurun  Kecamatan  Pemilih | 712 Pemilih
Disabilitas

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Palembang

Dari tabel di atas partisipasi pemilih disabilitas mental memberikan 13.8 % terhadap

pemilih disabilitas secara umum.

Tabel 1.6 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Mental Terhadap Pemilih di Kota

Palembang

Partisipasi Pemilih

Jumlah

Jumlah Persentase

Perbandingan

Partisipasi ~ Selurun  Kecamatan  Pemilih

Disabilitas Mental

99 Pemilih

Partisipasi Seluruh Kecamatan Pemilih di Kota

Palembang

1.126.087 Pemilih

1,137 %

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Palembang

Dari data tersebut perbandingan partisipasi pemilih disabilitas mental sebesar 1,137 %

terhadap partisipasi keseluruhan pemilih di Kota Palembang.
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B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, didapatkan rumusan masalah berikut ini yaitu :
“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kota Palembang?”.
C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Hasil Implementasi Kebijakan Pemilih
Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.
D.Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis :

a. Sebagai tambahan pengembangan konsep-konsep dalam proses implementasi
kebijakan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas
Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

b. Sebagai alat penambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca baik digunakan
untuk pengetahuan pembuatan skripi maupun penambah wawasan tentang
Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kota Palembang.

2.Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai contoh dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan
implementasi kebijakan pemilih disabilitas mental ini kedepannya apabila didalam
penelitian ini kedepannya ditemukan masalah dan hambatan yang menghalangi
proses implementasi sesuai dengan yang diharapkan.

b. Dapat dijadikan bahan instropeksi baik terhadap badan penyelenggara maupun

badan pengawas dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pemilih
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disabilitas pada pemilihan umum agar terciptanya suatu program yang baik untuk

kedepannya.
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